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Abstrak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan isu sosial yang kerap Kkali terjadi di Indonesia,
terutama pada perempuan. Kasus KDRT sering tidak dapat ditangani dengan tuntas karena
permasalahan hukum sangat kompleks sehingga sulit bagi orang awam untuk mengerti dan memilah-
milah pasal-pasal yang mengatur suatu kasus hukum dalam KDRT. Tujuan penelitian ini menghasilkan
sistem pakar yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui solusi berupa pasal-pasal yang
disangkakan apabila terlibat tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Sistem pakar yang dibangun
dengan tahapan analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian. Tahap analisis dilakukan dengan
observasi dan wawancara atau diskusi dengan staf dari Kejaksaan Negeri (Kejari) wilayah Kabupaten
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahap perancangan dan implementasi menggunakan metode
inferensi Forward Chaining untuk menghasilkan aturan dasar penentuan pasal yang disangkakan dari
tindakan kekerasan yang dilakukan. Pengujian sistem menggunakan SUPR-Q melibatkan 30 responden
untuk mengisi kuesioner dari 3 aspek pengalaman pengguna yaitu usability, user interface, dan
kepuasan. Hasil pengujian memperoleh persentase 80,66% menunjukkan tingkat kemudahan dan
kepuasan sistem pakar pasal-pasal penghapusan KDRT sangat baik.

Kata kunci: sistem pakar; forward chaining; hukum; kekerasan dalam rumah tangga

Abstract

Domestic and Family Violence (DFV) is a social issue that often occurs in Indonesia, especially for
women. Domestic violence cases often cannot be handled thoroughly because legal issues are very
complex, making it difficult for ordinary people to understand and sort out the articles that regulate a
legal case in domestic violence. This research aims to produce an expert system that can make it easier
for the public to find solutions in the form of articles suspected of being involved in a crime of domestic
violence. An expert system built with the stages of analysis, design, implementation, and testing. The
analysis phase was carried out by observation and interviews or discussions with staff from the District
Attorney's Office for the Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta. The implementation phase
uses the Forward Chaining inference technique to produce the basic rules for determining the articles
suspected of acts of violence committed. System testing using SUPR-Q involved 30 respondents to fill
out questionnaires from 3 aspects of user experience namely usability, user interface, and satisfaction.
The test results obtained a percentage of 80.66% indicating a very good level of ease and satisfaction
of the expert system for eliminating domestic violence.

Keywords: expert system, forward chaining, law, domestic violence

PENDAHULUAN

Tindak pidana atau perbuatan pidana secara umum telah diatur dalam KUHP dengan
pertimbangan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala
bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
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Republik Indonesia Tahun 1945 (Aprinelita et al., 2022). Segala bentuk kekerasan, terutama
kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan
terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus (Harefa, 2021;
Mohammad et al., 2023; Saimima et al., 2021). Komnas Perempuan mencatat ada 8.234 pada
tahun 2021 kasus kekerasan terhadap perempuan yang oleh lembaga layanan mitra Komnas
Perempuan, kekerasan yang paling menonjol adalah Kasus Dalam Rumah Tangga atau Ranah
Personal) sebanyak 79 persen atau 6.480 kasus (Hutasoit, 2021).

Masyarakat menganggap kekerasan yang terjadi di dalam sebuah rumah bukanlah sebuah
kejahatan. Seorang suami yang melakukan penganiayaan dalam bentuk pemukulan kepada
istrinya dianggap sebagai bentuk pembelajaran terhadap istrinya (Lesnussa et al., 2021).
Kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT) terjadi dalam lingkup personal
yang penuh muatan relasi emosi, penyelesaianya tidak segampang kasus-kasus kriminal dalam
konteks publik (Hakimi, 2022).

Pada pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah
tangga adalah: Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau
penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pratama,
2019; Wardhani, 2021).

Adanya UU PKDRT jika tidak diimbangi dengan usaha untuk meningkatkan pemahaman
beberapa pihak terutama aparat hukum dalam menangani kasus KDRT maka, kurangnya
perlindungan yang didapatkan oleh korban KDRT, lemahnya kesadaran dan penanganan kasus
KDRT menyebabkan kasus KDRT terus meningkat walaupun sudah diberlakukannya UU
PKDRT. Hadirnya UU PKDRT masih menjadi sebatas teks tertulis tanpa disertai oleh upaya
konkrit dan sistematis untuk mengatasi kasus KDRT di Indonesia. Sosialisasi mengenai
Undang-Undang Penghapusan KDRT dan Peraturan Pemerintahnya serta informasi teknis
penerapannya di kalangan penegak hukum dan masyarakat luas merupakan kebutuhan
mendesak yang perlu direncanakan dengan baik, (Kemenkumham , 2019)

Sistem pakar yang merupakan upaya adopsi pengetahuan dari pakar dalam bidang
tertentu ke dalam sistem komputer sehingga dapat membantu menyelesaikan masalah termasuk
permasalahan hukum (Sundari et al., 2017). Sistem pakar dapat membantu masyarakat
mengetahui solusi hukum ketika pakar sulit untuk ditemui. Metode inferensi dalam sistem
pakar yang diterapkan yakni metode Forward Chaining yang merupakan teknik pencarian fakta
dimulai dengan fakta yang diketahui, kemudian mencocokkan fakta-fakta tersebut dengan
bagian IF dari rules IF-THEN. Bila ada fakta yang cocok dengan bagian IF, maka rule tersebut
dieksekusi. Bila sebuah rule dieksekusi, maka sebuah fakta baru (bagian THEN) ditambahkan
ke dalam database. (Effendi & Nurcahyo, 2021; Irawan et al., 2021; Sari, 2020).

Hasil temuan sebelumnya menunjukkan metode inferensi forward chaining dapat
diterapkan untuk sistem pakar penentuan hukum pelanggaran UU ITE yang dapat memberikan
solusi pasal pelanggaran yang dilakukan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 (Mulyani
et al., 2018). Hasil temuan lain bahwa forward chaining dapat diterapkan untuk sistem pakar
mengetahui undang-undang penyalahgunaan Narkoba (Hozairi & Rahman, 2017; Sundari et
al., 2017). Temuan lain juga menyebutkan bahwa sistem pakar dengan inferensi forward
chaining dapat diterapkan untuk mendeteksi kasus dan menentukan sanksi kejahatan tindak
pidana cybercrime. (Putri & Pratama, 2017). Pada hasil temuan lain juga menggunakan
inferensi forward chaining untuk sistem pakar konsultasi hukum perlindungan anak dan
perempuan (Parlindungan, 2022).

Pada penelitian kami memberikan solusi berupa pasal-pasal yang dapat disangkakan dari
UU PKDRT yang diimplementasikan pada sistem pakar dengan teknik inferensi forward
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chaining yang belum ada pada penelitian-penelitian sebelumnya. Tujuan penelitian ini adalah
menghasilkan sistem pakar yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk
mengetahui pasal-pasal yang disangkakan apabila terlibat dalam suatu kasus hukum untuk
tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berbasis website.

METODE

Sistem pakar undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dibangun
dengan model waterfall yakni tahapan analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian
(Akbar & Gunawan, 2020). Tahap analisis dilakukan dengan observasi dan wawancara atau
diskusi dengan pakar yang merupakan staf dari Kejaksaan Negeri (Kejari) wilayah Kabupaten
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahap perancangan menggunakan tabel keputusan dan
rule base. Tahap implementasi membangun sistem pakar UU PKDRT menggunakan metode
forward chaining.

Forward Chaining merupakan grup dari multiple inferensi yang melakukan pencarian
dari suatu masalah kepada solusinya. Forward Chaining adalah data driven karena inferensi
dimulai dengan informasi yang tersedia dan baru konklusi diperoleh. Metode Forward
Chaining dimulai dari sejumlah fakta-fakta yang telah diketahui untuk mendapatkan suatu
fakta baru degan memakai rule-rule yang memiliki ide dasar yang cocok dengan fakta dan terus
dilanjutkan sampai mendapatkan tujuan atau rule yang punya ide dasar yang cocok atau sampai
mendapatkan suatu fakta kesimpulan akhir. llustrasi inferensi forward chaining diperlihatkan
pada gambar 1 (Fajar, 2018).

Observasi A »  Aturan R1 Fakta C

¥

\ Aturan R3 \
Kesimpulan 1

Observasi B Aturan R2 > Fakta D
Aturan R4
Kesimpulan 2

Fakta E

Y

Gambar 1 Metode forward chaining

Rule base yang didapatkan dari hasil perancangan sistem dengan metode Forward
Chaining selanjutnya dikodekan menjadi sebuah sistem pakar berbasis website. Pengujian
secara objektif melibatkan 30 responden yang diminta untuk mengisi kuesioner SUPR-Q
(Standardized Universal Percentile Rank-Questionnare) dari 3 aspek pengalaman pengguna
yaitu usability, user interface, dan kepuasan (Berkman & SahiN, 2021; Ratri et al., 2022).
Pengujian dilakukan untuk mengetahui tingkat kemudahan dan kepuasan user atau pengguna
dari aplikasi yang sudah dirancang dan dibuat menggunakan persamaan 1.

Jumlah Nilai Diperoleh

Nilai SUPR — Q = x 100% 1)

Jumlah Nilai Maksimal

Nilai SUPR-Q yang didapat akan dikonversikan ke dalam rating dan skala konversi uji
usability, dapat dilihat pada gambar 2. Hasil konversi tersebut kemudian dinterpretasikan untuk
mengetahui tingkat kemudahan dan kepuasan pengguna dari sistem yang dibuat.
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Gambar 2. Rating dan skala konversi uji usability

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

Pasal-pasal tindak pidana penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) yang
diimplementasikan dalam penelitian ini yakni pasal 44 sampai dengan pasal 49 UU nomor 23
tahun 2004 yang dapat dilihat pada tabel 1. Bentuk tindakan pelanggaran kekerasan dalam
rumah tangga yang menjadi input dalam sistem pakar ini disajikan oleh tabel 2. Data pasal-
pasal yang dapat disangkakan berdasarkan fakta-fakta tindakan kekerasan pada tabel 1 dan
tabel 2 selanjutnya digunakan untuk membangun rule base (aturan dasar) dari tabel keputusan
pada sistem pakar UU PKDRT dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 1. Pasal-pasal tindak pidana

Kode Pasal Kode Pasal
P1 Pasal 44 ayat (1) P7 Pasal 46
P2 Pasal 44 ayat (2) P8 Pasal 47
P3 Pasal 44 ayat (3) P9 Pasal 48

P4 Pasal 44 ayat (4) P10 Pasal 49 huruf a
P5 Pasal 45 ayat (1) P11 Pasal 49 huruf b
P6 Pasal 45 ayat (2)

Tabel 2. Tindakan pelanggaran

Kode Tindakan Pelanggaran
T1 Terjadinya perbuatan kekerasan fisik
T2 Mengakibatkan rasa sakit sehingga tidak dapat bekerja atau berkegiatan
T3 Mengakibatkan jatuh sakit sehingga tidak dapat bekerja atau berkegiatan
T4 Mengakibatkan luka berat sehingga tidak dapat bekerja atau berkegiatan
T26 Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya

T27 Mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan membatasi/melarang untuk bekerja

Tabel keputusan yang ditunjukkan oleh tabel 3 selanjutnya digunakan untuk menentukan
rule base yang dituliskan dalam bentuk jika-maka (IF-THEN). Kaidah ini dapat dikatakan
sebagai hubungan implikasi dua bagian, yaitu bagian premise (jika) dan bagian konklusi
(maka). Rule Base yang digunakan dalam sistem pakar penentuan tindakan pelanggaran
PKDRT dari pasal-pasal yang disanksikan sebanyak 11 rule (aturan) dapat dilihat pada Tabel
4.
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Tabel 3. Tabel keputusan sistem pakar UU PKDRT dengan metode forward chaining

N Tindakan Pasal yang Disangkakakan
° Pelanggaran P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11
1 T1 V. V V V
2 T2, T3, T4 vV V V
3 T5 vV VvV
4 T6 v
5 T7, T8, T9 v
6 T10, T11, T12, T13, v
T14
7 T15,T16, T17,T18 Y%
8 T19 V V VvV
9 T20 \Y \
10 T21 vV Vv
11 T22,T23, T24 v
12 T25 \Y \Y
13 T26 v
14 T27 \
Tabel 4. Rule base tindakan pelanggaran PKDRT
No Kode Rule Rule
1 R1 IF T1 AND T2 AND T3 AND T4 THEN P1
2 R2 IF T1 AND T2 AND T3 AND T4 AND T5 THEN P2
3 R3 IF T1 AND T2 AND T3 AND T4 AND T5 AND T6 THEN P3
4 R4 IF T1 AND T7 AND T8 AND T9 THEN P4
5 R5 IF T10 AND T11 AND T12 AND T13 AND T14 THEN P5
6 R6 IF T15 AND T16 AND T17 AND T18 THEN P6
7 R7 IF T19 AND T20 THEN P7
8 R8 IF T 19 AND T21 THEN P8
9 R9 IF T19 AND T20 AND T21 AND T22 AND T23 AND T24 THEN P9
10 R10 IF T25 AND T26 THEN P10
11 R11 IF T25 AND T27 THEN P11

Pada tabel 4 terlihat bahwa jika tindakan kekerasan yang diinputkan ke dalam sistem
termasuk dalam kode tindakan T1, T2, T3 dan T4 maka pasal yang dapat disangkakan adalah
pasal dengan kode P1 yaitu pasal 44 ayat 1. Aturan dasar dari tabel 4 selanjutnya dijadikan
acuan atau rekomendasi solusi pada sistem pakar UU PKDRT. Flowchart untuk sistem pakar
penentuan Pasal-pasal yang disanksikan dari tindakan pelanggaran PKDRT dengan

menggunakan metode forward chaining disajikan pada gambar 3.
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Input Data Tersangka

Pengeluaran pertanyaan
dari sistem

Penyidik memberikan
input jawaban

Keluaran pernyataan yang
tidak terkait dengan
pernyataan sebelumnya

Jawaban
sesuai rule

Keluaran pernyataan yang terlkait
dengan pernyataan sebelumnya

Penarikan Kesimpulan

Menampilkan hasil
diagnosa dan solusi

Gambar 3. Flowchart sistem pakar PKDRT

Pada halaman menu utama terdapat text sistem pakar diagnosis tindak pidana
penghapusan kekerasan dalamrumah tangga. Terdiri dari 5 (lima) sub menu yakni UU PKRDT,
pengguna, tentang, login dan sub menu konsultasi. Tampilan halaman menu utama dapat dilihat
pada gambar 4.

HOme UUPKDRT  Penggunsan Tentang  Login

Sistem Pakar Diagnosis

Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga

»elamat Datang

Mulai Konsultasi

Deteksi TP, PKORT Copyright © 2019 | | Ditta Febri

Gambar 4. Halaman menu utama

Halaman konsultasi muncul setelah user menekan tombol konsultasi pada halaman menu
utama. Pengguna akan diberikan pertanyaan yang harus dijawab pengguna dengan menekan
tombol ya dan tidak dari tindakan kekerasan yang dialami oleh pengguna. Tampilan halaman
konsultasi dapat dilihat pada gambar 5.
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Home UUPKORT Penggunaan Tentang Login

Konsultasi

Jawablah pertanyaan berikut ini [G001]
Apakah terjadi perbuatan kekerasan fisik ?

Ova OTidak

Gambar 5. Halaman konsultasi

Tampilan halaman hasil konsultasi akan muncul setelah pengguna menjawab semua
pertanyaan yang diberikan oleh sistem. Hasil Konsultasi berisi tentang riwayat pertanyaan yang
dijawab oleh pengguna, biodata dari pengguna, tindak pidana terpilih dan hasil berupa Pasal
yang dilanggar beserta bunyi pasal serta tindakan pelanggaran yang disanksikan. Tampilan
halaman hasil konsultasi dapat dilihat pada gambar 6.

,,,,,

uuuuuuuuuuu

ambar 6. Halaman hasil konsultasi

Sistem ini telah diuji dengan memberikan 10 pertanyaan pada 5 pakar dalam penelitan ini yakni
penyidik dari Kejaksaan Negeri dan 25 masyarakat awam. Dalam kuesioner disediakan 5
pilihan untuk memberikan penilaian terhadap website yakni sangat baik dengan skor 5, baik
dengan skor 4, cukup dengan skor 3, tidak baik dengan skor 2, sangat tidak baik dengan skor
1. Hasil penghitungan skor dari jawaban kuesioner disajikan pada tabel 5.

Tabel 5. Hasil penghitungan skor kuesioner pengujian usability

Penilaian Butir Pertanyaan Jumlah*Skor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cukup (3) 4 5 9 4 12 10 7 0 3 4 174
Baik (4) 16 21 19 26 18 18 16 9 9 22 696
SangatBaik(5) 10 4 2 0 0 2 7 21 18 4 340
Jumlah skor 1210
Skor maksimal =5 * 10 pertanyaan * 30 responden 1500
SUPR-Q = Jumlah Skor/Skor Maksimal * 100% 80,66%
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Pada tabel 5 ditampilkan jumlah responden yang memberikan penilaian cukup, baik dan
sangat baik untuk 10 butir soal yang diberikan, tidak ada responden yang memberikan penilaian
tidak baik maupun sangat tidak baik. Hasil penghitungan skor dari kuesioner pengujian
usability pada tabel 5 diketahui jumlah skor yang didapatkan adalah 1210. Skor maksimal yang
diberikan untuk masing-masing pertanyaan pada kuesioner ini adalah 5 sehingga jumlah skor
maksimal adalah 1500. Nilai tersebut kemudian dinterpretasikan menggunakan teknik SUPR-
Q (Standardized Universal Percentile Rank-Questionnare) dengan menghitung rasio jumlah
skor yang diperoleh dibandingkan jumlah skor maksimal sehingga memperoleh presentase
80,66% yang menunjukkan aspek kemudahan dan perancangan sistem sangat baik.

Pembahasan

Sistem pakar UU PKDRT ini menerapkan metode forward chaining menggunakan data
input 27 macam tindak pelanggaran PKDRT yang dapat disangkakan ke dalam 9 pasal Undang-
undang PKDRT yang dapat dijadikan rujukan atau rekomendasi. Metode tersebut
menghasilkan 11 aturan dasar (rule base) yang kemudian diterapkan dalam sistem sebagai
acuan pasal yang dapat disangkakan dari diagnosa tindakan kekerasan yang dialami oleh
pengguna. Setelah masuk ke halaman utama, pengguna diberi pertanyaan berupa fakta tindakan
kekerasan yang dialami. Jika pengguna setuju dengan pertanyaan yang diberikan, maka sistem
akan memberikan pertanyaan lain yang relevan dengan pertanyaan sebelumnya. Namun jika
pengguna tidak setuju dengan pertanyaan yang diberikan, maka sistem akan memberikan
pertanyaan lain yang tidak berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Alur sistem tersebut
memiliki tampilan interface yang memudahkan pengguna dan terdapat sub menu petunjuk
penggunaan sistem. Pengguna cukup memilih jawaban Ya atau Tidak dari pertanyaan yang
diberikan, kemudian sistem memberikan solusi berupa pasal-pasal yang dapat disangkakan
berdasarkan fakta-fakta tindakan kekerasan yang disetujui oleh pengguna.

Pengujian sistem melibatkan 30 responden yang mengisi kuesioner SUPR-Q
(Standardized Universal Percentile Rank-Questionnare). Pertanyaan pada kuesioner yang
diberikan mencakup 3 aspek, yaitu usability atau fungsionalitas sistem; user interface atau
tampilan antarmuka sistem, dan kepuasan pengguna terhadap sistem. Hasil presentase 80,66%
pada pengujian sistem tersebut menunjukkan pengguna setuju bahwa aspek kemudahan dan
kepuasan sistem sangat baik berdasarkan nilai rating dan skala konversi uji usability.

Hasil temuan kami relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hozairi & Rahman,
2017; Mulyani et al., 2018; Parlindungan, 2022; Putri & Pratama, 2017), di mana temuan
mereka menunjukkan bahwa metode forward chaining dapat diterapkan untuk sistem pakar
yang berkaitan dengan hukum. Hasil temuan kami berbeda dari segi objek penelitian yakni
mengangkat isu UU KDRT yang juga banyak dialami oleh masyarakat. Sistem pakar pasal-
pasal pidana penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini dapat memudahkan masyarakat
yang menjadi korban atau keluarga korban kasus KDRT untuk mengetahui aturan hukum
berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2004.

SIMPULAN

Sistem pakar dapat menyelesaikan masalah ketidaktahuan masyarakat mengenai
penerapan hukum yang berkaitan dengan UU PKDRT yang dirancang dan dibangun
menggunakan metode forward chaining dengan 11 rule base dari 27 bentuk tindakan
pelanggaran. Hasil pengujian sistem diperoleh nilai presentase sebesar 80,66% menggunakan
SUPR-Q menunjukkan bahwa aplikasi sistem pakar ini dapat membantu pengguna untuk
mengetahui pasal-pasal dalam UU PKDRT yang dapat disangkakan terhadap pelaku KDRT
berdasarkan macam-macam tindakan kekerasan yang diinputkan oleh pengguna atau korban.
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